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Bahwa pelayanan yang efektif dan efesien merupakan bagian dari komitmen
Pengadilan Agama Muara Labuh dalam melaksanakan reformasi birokrasi;

Bahwa untuk melaksanakan pelayanan yang efektif dan efesien pada Pengadilan
Agama Muara Labuh menyediakan ruangan-ruangan sesuai dengan bagian
pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan;

Bahwa setiap ruangan tersebut pada poin b perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 001/SK/I /1991 Tentang Pola
Bindalmin;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 004/SK/Il/ 1992 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepanitera an Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 005/SK/X/1996 Tentang
Tugas dan Tanggungjawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Agama,;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 9 tahun 1999 tentang
Pembukuan dan Inventaris Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;

Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Nomor 01/WKMA-NY/SK/I1/2009 tentang Pedomaan Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung RI;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
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Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VI11/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Lingkungan Peradilan Agama;

Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dengan
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 08 Agustus 2011 di Padang
tentang pelayanan Imformasi dan Reformasi birokrasi;

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang
Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar’iyah;

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Rl Nomor
55/PA/SEK/SK/X11/2018, tanggal 03 Desember 2018 Tentang Penunjukan
Pejabatan Kuasa Anggaran / Pengguna Barang Pada satuan kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MUARA
LABUH TENTANG PENETAPAN RUANGAN MEDIASI PADA PENGADILAN
AGAMA MUARA LABUH.

Menetapkan Ruangan Mediasi pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.




